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MOTTO 

 

“Orang Tua di rumah menanti kepulangan mu dengan hasil yg membanggakan, 

jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan 

perjuangan mereka menghidupi mu”. 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkan ku”. (Umar bin Khattab) 

 

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yah!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

HALAMAN PERSEMBAHA 

 

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

nikmat, dan karunian-Nya yang senantiasa meneyertai setiap langkah saya. Berkat 

pertolongan, kekuatan serta izin-Nya, Artikel ini akhhirnya dapat diselesaikan 

dengan baik. Dngan penuh rasa syukur, bangga, dan bahagia saya 

mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih kepada 

orang-orang yang senantiansa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan 

motivasi dalam setiap proses perjalanan saya.  Artikel ini saya persembahkan 

kepada : 

1. Terkhusus untuk Almarhum bapak Legiman,  yang telah meninggalkanku 

14 tahun yang lalu Sosok yg paling kurindukan berat sekali rasanya 

ditinggalkan sedari kecil. Terimaksih atas segala pengorbanan, kasih 

sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yg telah 

diberikan semasa bapak hidup. Terimaksih telah menjadi alesan ku untuk 

meraih gelar sarjana yg bapak impikan. Walau berat sekali harus 

melewatkan kerasanya kehidupan tanpa didampingi sosok bapak. rasa iri 

dan rindu sering kali membuat terjatu, Terimakasih untuk seluruh cinta yg 

tidak pernah bersyarat, untuk perjuangan yg tidak pernah meminta 

balasan, dan untuk menjadi alesan penulis berdiri hingga kini. Semoga 

Allah Swt melapangkan kubur bapak, menggampuni segala dosa-dosanya, 

dan ditempatkan bapak ditempat terbaik disisinya, Penulis akan selalu 

merindukan bapak, Dalam diam yg tak pernah selesai. 

2. Kepada pintu surga ku, ibu kinem, wanita hebat kuat dan sabar terima 

kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya  selalu 

berjuang untuk ke hidupan anak-anaknya, menggantikan peran bapak 

menjadi suatu kebanggan untuk memiliki orang tua hebat yg selalu 

mendoaakan, yang selalu ada dan menggusahakan apapun untuk penuli,  

mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita, beliau memang tidak 

sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau 

mampu mendidik dan memotivasi tiada henti hingga penulis mampu 

menyelesaikan studi sampai sarjana.  

3. Terentuk kedua saudara ku, Abangku Danar Winarto dan kakakku Sulis 

tiawati, terima kasih sudah menjadi pelindung, penopang, dan garda 

terdepan dalam hidup penulis sejak bapak tiada. Di balik ketegaran kalian, 

penulis tahu tersimpan perjuangan yg tak mudah, tetapi kalian tetap berdiri 

kuat. Setiap langkah penulis hingga berada di titik ini adalah buah dari 

cinta, pengorbanan dan doa kalian. Semoga Allah selalu menjaga kalian, 



ix 

 

membalas kebaikkan kalian dengan keberkahan dunia dan akhirat, dan 

menjadikan kita tetap bersudara dalam cinta hingga surga-Nya 

4. Dosen pembimbing saya, Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH, terima kasih atas 

kesabaran, ketelitian, ilmu, arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat 

berarti selama proses penyusunan Artikel ini. Semoga Allah SWT 

membalas selalu kebaikan dan dedikasi yang telah bapak berikan.  

5. Untuk sahabat tercinta, Alica zahra, Gresita Amalia Putri, dan Intan 

Fadilla Agustin, Terima kasih karna telah menemani penulis sejak maba 

hingga sampai pada semester akhir ini. Terima kasih atas kebersamaannya, 

dukungan, bantuan, serta segala cerita yang telah dilalui bersama selama 4 

tahun ini, Terima kasih karna selalu hadir dan bersedia di repotkan dalam 

berbagai hal, baik dalam urusan perkuliahan maupun diluar itu.  Terima 

kasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang 

selalu memberikan semangat ke pada penulis, Kehadiran kalian bukan 

hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan 

jejak hangat yang akan selalu penulis ingat.  Semoga persahabat ini tetap 

terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datatng. 

6. Almamater UIN JURAI SIWO LAMPUNG yang telah membentuk dan 

membimbing saya selama menumpuh Pendidikan. 

7. Teman- teman Angkatan 2022 Fakultas Syariah UIN JURAI SIWO 

LAMPUNG. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan setiap 

cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama menempuh 

Pendidikan. 

8. Terahir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana 

bermimpi selangit Lia Yuliana Terima kasih telah bekerja keras dan 

bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, 

setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan 

berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak  

hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, 

meski brkali-kali hampir menyarah karena kondisi. Terima kasih kepada 

raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap 

diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat tuhan berikan. 

Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu 

bertanggung jawab semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk 

penyelesaian skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.  

 

 

 



x 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam 

Transaksi E-Commerce: Analisis Normatif Berdasarkan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah” dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman 

kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran Islam yang 

sempurna. 

Penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai 

bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik jual beli online ditinjau dari 

perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di era digital saat ini, 

transaksi elektronik semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan kajian yang 

mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, khususnya terkait hak dan 

perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan karya ini. 



xi 

 

Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat 

dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum ekonomi 

syariah. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Metro,    April 2026 

Penulis, 

 

 

 

Lia Yuliana 

NPM. 2202021010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii 

NOTA DINAS .................................................................................................... iii 

PERSETUJUAN ................................................................................................ iv 

ORISINALITAS PENELITIAN ...................................................................... vi 

MOTTO ............................................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN .............................................................................................. viii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... x 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi 

ABSTRACT ....................................................................................................... 1 

ABSTRAK ......................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .............................................................................................. 2 

KESIMPULAN .................................................................................................. 10 

REFERENSI ...................................................................................................... 10



 

Lia Yuliana, & Nizaruddin | Perlindungan Konsumen Dalam…..|1 

 

 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: 

ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM 

EKONOMI SYARIAH 
 

Lia Yuliana1 

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung 
liayuliana0404@gmail.com 

Nizaruddin 
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung 

nizaruddin740@gmail.com 

 

 

Abstract 

The growth of e-commerce transactions has raised legal issues regarding 
consumer protection in electronic contractual relationships. This study aims 
to analyze the normative construction of the Compilation of Sharia 
Economic Law (KHES) as a basis for consumer protection and to identify 
forms of legal protection in e-commerce practices. This research employs a 
normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data 
were collected through library research using KHES as the primary legal 
source and sharia economic law literature as secondary sources. The 
findings reveal that the norms contained in KHES can be construed as 
instruments of consumer protection in electronic transactions, although e-
commerce is not explicitly regulated. Preventive protection is reflected in 
provisions concerning the validity of contracts, clarity of transaction objects, 
the prohibition of gharar and tadlis, and the principles of justice and 
balance. Repressive protection is manifested through khiyar, contract 
cancellation (fasakh), liability for breach of contract, and compensation 
(ta’widh). This study concludes that KHES remains relevant and adaptive in 
providing normative consumer protection within the digital economy. 

Keyword: Contract, Consumer Protection, E-Commerce, KHES, Sharia 
Economic Law. 
 

 

Abstrak 

Perkembangan transaksi e-commerce menimbulkan berbagai persoalan 

hukum terkait perlindungan konsumen dalam hubungan kontraktual berbasis 

elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi norma dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar perlindungan 

konsumen serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dalam praktik 

e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
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konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dianalisis bersama peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi 

elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum 

ekonomi syariah dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum 

dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis 

untuk mengonstruksikan norma perlindungan konsumen dalam transaksi e-

commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma dalam KHES 

dapat dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam 

transaksi elektronik meskipun belum mengatur e-commerce secara eksplisit. 

Perlindungan preventif tercermin dalam ketentuan keabsahan akad, kejelasan 

objek transaksi, larangan gharar dan tadlis, serta prinsip keadilan dan 

keseimbangan. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme 

khiyar, fasakh, tanggung jawab atas wanprestasi, dan kewajiban ta’widh. 

Penelitian ini menegaskan bahwa KHES memiliki relevansi dan daya adaptif 

dalam memberikan perlindungan normatif bagi konsumen pada era ekonomi 

digital. 

Kata Kunci: E-Commerce, KHES, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi 

Syariah, Akad. 

Pendahuluan  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 
transformasi signifikan dalam praktik perdagangan modern. Salah satu manifestasi 
perkembangan tersebut adalah meningkatnya transaksi e-commerce yang 
memungkinkan para pihak melakukan transaksi dan akad tanpa harus bertemu 
secara langsung. Kehadiran berbagai platform digital, seperti marketplace dan 
media sosial, telah memperluas akses perdagangan serta memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Di Indonesia, 
pertumbuhan transaksi elektronik menunjukkan bahwa teknologi digital telah 
menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, di balik 
berbagai kemudahan tersebut, muncul sejumlah persoalan hukum yang berkaitan 
dengan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis elektronik. 

Berdasarkan berbagai literatur dan ketentuan hukum yang dikaji, 
konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku 
usaha. Keterbatasan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, tidak 
adanya interaksi langsung antara para pihak, serta potensi ketidaksesuaian antara 
deskripsi dan kondisi riil barang menjadi faktor yang dapat menimbulkan kerugian 
bagi konsumen. Selain itu, perkembangan transaksi digital juga membuka peluang 
terjadinya penyalahgunaan informasi, penipuan, maupun pelanggaran hak-hak 
konsumen yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. 

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan terhadap hak konsumen 
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untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau 
jasa yang ditawarkan. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi 
elektronik juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi 
tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pelaku usaha dalam 
memberikan informasi yang akurat, serta tanggung jawab hukum atas kerugian 
yang dialami konsumen. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan 
bahwa perlindungan konsumen telah menjadi perhatian penting dalam sistem 
hukum nasional. 

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, 
perlindungan konsumen tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal, tetapi 
juga pada nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah. 
Hukum ekonomi syariah menempatkan kejujuran (ṣidq), keadilan (‘adl), amanah, 
dan kerelaan para pihak (an-tarāḍin) sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas 
muamalah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai sebagai 
perlindungan terhadap hak-hak hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan 
keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan ekonomi. 

Berdasarkan Pasal 22 sampai Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES), akad merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang 
harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum. 
Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif dalam menentukan keabsahan 
transaksi e-commerce, karena hubungan hukum antara pelaku usaha dan 
konsumen juga lahir dari adanya kesepakatan para pihak meskipun dilakukan 
melalui media elektronik. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan 
kehendak antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa 
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang (Syamsul Anwar, 2010). 
Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, 
seperti kecakapan para pihak, adanya kerelaan, kejelasan objek transaksi, serta 
tidak adanya unsur-unsur yang dilarang syariah (Jaih Mubarok, 2017). Dalam 
konteks e-commerce, teori akad menjadi relevan karena hubungan hukum antara 
pelaku usaha dan konsumen terbentuk melalui akad elektronik yang menimbulkan 
konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak. 

Selain teori akad, konsep gharar dan tadlis juga memiliki peran penting 
dalam menjaga keadilan transaksi. Gharar merupakan kondisi ketidakjelasan yang 
berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, sedangkan tadlis merujuk 
pada tindakan penipuan atau penyembunyian fakta yang dapat merugikan pihak 
lain. Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah 
memiliki instrumen normatif yang bertujuan melindungi para pihak dari praktik 
transaksi yang tidak adil. Dalam transaksi e-commerce, risiko terjadinya gharar 
dan tadlis relatif lebih besar karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung 
dan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha (Sayu 
Mainingsih, 2024). 

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai prinsip hukum ekonomi syariah 
tersebut telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
KHES mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan akad, hak dan kewajiban 
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para pihak, wanprestasi, ganti rugi, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 
Meskipun KHES tidak secara eksplisit mengatur transaksi e-commerce, substansi 
norma yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi terhadap 
perkembangan transaksi elektronik. Ketentuan mengenai keabsahan akad, 
larangan gharar dan tadlis, hak khiyar, pembatalan akad (fasakh), serta tanggung 
jawab atas wanprestasi dapat dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan 
konsumen dalam transaksi digital. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen 
dalam transaksi online dari berbagai perspektif. Penelitian Sayu Mainingsih (2024) 
menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi digital masih 
menghadapi berbagai kendala, terutama terkait transparansi informasi dan 
tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, penelitian Suci Hayati (2019) 
menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan kejelasan objek transaksi sebagai 
instrumen perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus 
menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka normatif 
utama dalam menganalisis perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce. 
Padahal, perkembangan transaksi digital menimbulkan berbagai persoalan hukum 
yang berkaitan dengan ketidakjelasan informasi, potensi gharar dan tadlis, serta 
ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi 
tersebut tercermin dalam berbagai sengketa transaksi e-commerce, seperti kasus 
konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan, 
penolakan pengembalian dana (refund), maupun kegagalan pelaku usaha 
memenuhi kewajiban pengiriman barang sesuai perjanjian. Dalam kondisi 
demikian, konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena 
keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, 
sehingga hak-haknya belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. 
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji 
lebih lanjut (Suci Hayati, 2019). 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada 
penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka analisis 
utama dalam mengonstruksikan bentuk perlindungan konsumen pada transaksi e-
commerce. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, atau prinsip-prinsip fikih muamalah secara umum, 
penelitian ini secara khusus menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam KHES 
sebagai dasar normatif untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan konsumen 
yang bersifat preventif maupun represif dalam transaksi elektronik. Dengan 
demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai relevansi KHES 
sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan 
ekonomi digital. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar perlindungan konsumen dalam 
transaksi e-commerce online serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan 
konsumen yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan KHES. 
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Konstruksi Norma KHES Sebagai Dasar Perlindungan Konsumen dalam E-

Commerce Online 

Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai sengketa transaksi e-commerce, 

seperti konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan deskripsi yang 

ditampilkan pada platform digital, keterlambatan pengiriman tanpa adanya 

pertanggungjawaban dari pelaku usaha, maupun penolakan pengembalian dana 

(refund) atas barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan. Praktik demikian 

menunjukkan bahwa hak-hak konsumen masih berpotensi tidak terlindungi secara 

optimal, sehingga diperlukan dasar hukum yang mampu memberikan 

perlindungan yang berkeadilan, termasuk melalui pendekatan hukum ekonomi 

syariah. 

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan konsumen telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun 

dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan tersebut dapat dianalisis 

berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai bahan hukum 

primer yang mengatur mengenai asas akad, rukun dan syarat akad, hak dan 

kewajiban para pihak, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap 

akad. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan KHES sebagai dasar utama dalam 

menganalisis perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce. (Syamsul 

Anwar, 2010). 

Secara normatif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memang belum 

mengatur transaksi e-commerce secara eksplisit. Namun demikian, ketentuan 

mengenai asas akad, rukun dan syarat akad, kejelasan objek akad, serta tanggung 

jawab hukum atas ingkar janji (wanprestasi) dapat dikonstruksikan sebagai dasar 

perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini 

menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KHES sebagai bahan hukum primer 

untuk mengidentifikasi relevansi norma hukum ekonomi syariah terhadap 

perkembangan transaksi digital. 

Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES), akad merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat 

para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Keabsahan suatu akad 

ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan sehingga 

setiap hubungan kontraktual memiliki kepastian hukum. Dalam konteks transaksi 

e-commerce, ketentuan tersebut tetap relevan karena hubungan hukum antara 

pelaku usaha dan konsumen lahir dari adanya kesepakatan para pihak meskipun 

dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, norma mengenai akad 

dalam KHES dapat dikonstruksikan sebagai dasar keabsahan transaksi elektronik 

menurut perspektif hukum ekonomi syariah. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 21 sampai dengan Pasal 38 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penelitian ini mengonstruksikan 

norma-norma perlindungan konsumen yang relevan dengan transaksi e-commerce. 
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Konstruksi tersebut meliputi ketentuan mengenai asas dan keabsahan akad, 

kejelasan objek akad, larangan praktik yang mengandung unsur gharar dan tadlis, 

serta tanggung jawab hukum atas wanprestasi dan ta'widh. Hasil konstruksi norma 

tersebut disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Konstruksi Norma KHES dalam Perlindungan Konsumen E-

Commerce Online 

No Aspek Perlindungan 

Konsumen 

Dasar Ketentuan 

KHES 

Relevansi dalam E-

Commerce 

1 Keabsahan Akad Pasal 21-25 KHES 

mengenai asas, 

rukun, dan syarat 

akad 

Menjadi dasar 

keabsahan transaksi 

elektronik antara penjual 

dan konsumen 

2 Kejelasan Objek 

Transaksi 

Pasal 24 KHES 

mengenai objek 

akad 

Menuntut adanya 

informasi produk yang 

lengkap dan transparan 

3 Larangan Gharar Dikonstruksikan 

dari ketentuan 

kejelasan objek 

akad dan prinsip 

akad dalam KHES 

Mencegah 

ketidakpastian mengenai 

kualitas, spesifikasi, dan 

kondisi barang 

4 Larangan Tadlis Dikonstruksikan 

dari asas kejujuran 

dan itikad baik 

dalam akad 

menurut KHES 

Melindungi konsumen 

dari manipulasi 

informasi produk 

5 Tanggung Jawab 

Hukum 

Pasal 36–38 KHES 

mengenai ingkar 

janji (wanprestasi) 

Memberikan dasar 

hukum bagi pemberian 

ganti rugi (ta'widh) 

kepada pihak yang 

dirugikan. 

Sumber: Diolah dari KHES (2008) dan Anwar (2010), Mubarok (2017) 

 Dalam praktik e-commerce, pelaksanaan akad tidak selalu berjalan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam KHES. Masih ditemukan 

berbagai bentuk pelanggaran, seperti barang yang diterima tidak sesuai 

dengan deskripsi pada platform digital, pembatalan transaksi secara sepihak 

oleh pelaku usaha, serta keterlambatan pengiriman tanpa adanya 

pemberitahuan yang memadai kepada konsumen. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah tercapai melalui media 

elektronik, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak belum sepenuhnya 

mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik sebagaimana 

menjadi prinsip dalam KHES. Oleh karena itu, ketentuan mengenai akad dalam 
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KHES memiliki relevansi sebagai dasar normatif untuk menilai keabsahan 

sekaligus pelaksanaan transaksi e-commerce. 

 Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa meskipun KHES tidak 

mengatur secara eksplisit mengenai transaksi e-commerce, norma-norma yang 

terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar 

perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai asas, rukun, dan syarat akad 

menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan 

para pihak, memenuhi syarat keabsahan, serta memiliki objek yang jelas. 

Dalam konteks transaksi elektronik, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk 

menilai sah atau tidaknya hubungan hukum antara pelaku usaha dan 

konsumen. 

 Selain itu, ketentuan mengenai kejelasan objek akad menjadi dasar 

normatif dalam mencegah terjadinya gharar, sedangkan asas kejujuran dan 

itikad baik dalam akad menjadi landasan untuk menghindari praktik tadlis. 

Kedua prinsip tersebut sangat relevan dalam transaksi e-commerce mengingat 

hubungan para pihak dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung 

sehingga konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh 

pelaku usaha. 

 Di sisi lain, KHES juga memberikan perlindungan hukum apabila terjadi 

pelanggaran terhadap akad melalui pengaturan mengenai ingkar janji 

(wanprestasi) dan pemberian ganti rugi (ta'widh). Oleh karena itu, norma-

norma dalam KHES tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif untuk 

mencegah kerugian, tetapi juga sebagai mekanisme represif dalam 

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami 

kerugian akibat pelanggaran kontraktual. 

 Hasil konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

kesesuaian antara prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam KHES 

dengan permasalahan yang sering muncul dalam praktik e-commerce. 

Misalnya, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk dapat dianalisis 

sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejelasan objek akad, sedangkan 

penolakan pengembalian dana atau pembatalan transaksi secara sepihak dapat 

dikualifikasikan sebagai bentuk ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian, 

meskipun KHES belum mengatur transaksi e-commerce secara khusus, 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya tetap dapat dijadikan dasar 

normatif untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam 

transaksi elektronik. 

 
Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Online Menurut 
KHES 

Bentuk perlindungan konsumen dalam E-Commerce online dapat dipahami 

melalui dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan 

represif. Kedua bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa KHES tidak hanya 
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berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi juga memiliki mekanisme konkret dalam 

menjaga hak konsumen dalam transaksi elektronik. 

Perlindungan preventif dalam KHES tercermin dalam pengaturan mengenai 

keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, serta larangan terhadap unsur gharar 

dan tadlis. Dalam konteks E-Commerce online, keabsahan akad menjadi fondasi 

utama perlindungan, karena setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan 

yang sah antara para pihak. Meskipun akad dilakukan melalui media elektronik, 

prinsip ijab dan qabul tetap dianggap terpenuhi sepanjang terdapat pernyataan 

kehendak yang jelas dan dapat dibuktikan. Namun demikian, persoalan yang 

muncul dalam praktik adalah tidak selalu terpenuhinya dimensi substansial dari 

akad, khususnya terkait dengan kualitas informasi yang diterima konsumen 

sebelum memberikan persetujuan. 

Kejelasan objek transaksi juga merupakan bagian penting dari 

perlindungan preventif. Dalam KHES, objek akad harus diketahui secara jelas agar 

tidak menimbulkan ketidakpastian. Akan tetapi Berdasarkan berbagai literatur 

dan ketentuan hukum yang dikaji ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan 

kondisi barang yang diterima. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gharar 

yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, praktik tadlis juga dapat terjadi dalam 

bentuk manipulasi informasi atau penyembunyian cacat barang, yang secara 

langsung bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam hukum 

ekonomi syariah. 

Di sisi lain, perlindungan represif dalam KHES berfungsi sebagai 

mekanisme pemulihan apabila telah terjadi pelanggaran dalam transaksi. Salah 

satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian hak khiyar kepada 

konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan 

cacat atau ketidaksesuaian objek. Dalam transaksi online, hak ini menjadi sangat 

relevan karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa barang 

secara langsung sebelum akad terjadi. 

Berdasarkan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 KHES, pihak yang melakukan 

ingkar janji (wanprestasi) wajib mempertanggungjawabkan akibat hukum dari 

perbuatannya, termasuk kewajiban memberikan ganti rugi (ta'widh). Ketentuan 

tersebut menjadi dasar perlindungan represif bagi konsumen yang mengalami 

kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pelaku usaha dalam transaksi e-

commerce. Dengan demikian, meskipun KHES belum mengatur transaksi 

elektronik secara eksplisit, norma mengenai wanprestasi dan ta'widh dapat 

dikonstruksikan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen. 

Tidak hanya itu, KHES juga menyediakan mekanisme penyelesaian 

sengketa melalui musyawarah, arbitrase, maupun peradilan agama. Keberadaan 

mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam KHES tidak 

hanya berhenti pada tataran norma, tetapi juga dilengkapi dengan prosedur 

penyelesaian yang memungkinkan penegakan hak secara efektif. 
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Bentuk perlindungan konsumen dalam KHES dapat diklasifikasikan ke 

dalam perlindungan preventif dan perlindungan represif. Klasifikasi tersebut 

disusun berdasarkan ketentuan KHES mengenai keabsahan akad, hak khiyar, 

fasakh, wanprestasi, ta'widh, serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan data yang 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce 

Menurut KHES 

No Indikator Preventif Represif Dasar 

Ketentuan KHES 

1 Akad Memenuhi 

rukun dan syarat 

Dapat dibatalkan 

(fasakh) 

Pasal 21-25 KHES 

2 Objek 

Transaksi 

Harus jelas dan 

transparan 

Khiyar jika tidak 

sesuai 

Pasal 24 KHES 

3 Kejujuran Larangan tadlis Ganti rugi jika 

terbukti 

Prinsip akad dalam 

KHES dan Pasal 36-

38 KHES 

4 Keadilan Prinsip tawazun Evaluasi klausul 

merugikan 

Pasal 36-38 KHES 

5 Sengketa Pencegahan 

melalui 

transparansi 

Penyelesaian melalui 

tahkim/pengadilan 

Ketentuan 

penyelesaian 

sengketa dalam 

KHES 

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Syamsul Anwar (2010), dan Jaih Mubarok (2017). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa KHES menyediakan sistem perlindungan 

konsumen yang mencakup dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan 

perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan 

mengenai keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, serta kewajiban para pihak 

untuk bertindak jujur dan memenuhi isi akad. Pengaturan tersebut bertujuan 

mencegah timbulnya sengketa dan memberikan kepastian hukum sejak awal 

terjadinya hubungan kontraktual. 

Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran 

terhadap akad. Dalam kondisi tersebut, KHES memberikan ruang bagi konsumen 

untuk menggunakan hak khiyar, mengajukan pembatalan akad (fasakh), serta 

memperoleh ganti rugi (ta'widh) apabila pelaku usaha terbukti melakukan 

wanprestasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KHES tidak hanya 

mengatur hubungan hukum secara normatif, tetapi juga menyediakan instrumen 

penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hak pihak yang 

dirugikan. 



 

Lia Yuliana, & Nizaruddin | Perlindungan Konsumen Dalam…..|10 

 

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam KHES bersifat 

komprehensif karena mencakup aspek pencegahan sekaligus penyelesaian 

sengketa. Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa KHES memiliki 

relevansi yang tinggi sebagai landasan normatif dalam menjawab berbagai 

permasalahan hukum yang muncul dalam praktik transaksi e-commerce di era 

digital. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa norma-norma 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikonstruksikan sebagai 
dasar perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce online meskipun KHES 
tidak mengatur perdagangan elektronik secara eksplisit. Konstruksi tersebut 
bersumber dari ketentuan mengenai asas akad, rukun dan syarat akad, kejelasan 
objek transaksi, larangan gharar dan tadlis, serta ketentuan mengenai wanprestasi 
dan ta'widh sebagaimana diatur dalam KHES. Norma-norma tersebut 
menunjukkan bahwa KHES memiliki relevansi sebagai landasan normatif dalam 
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen 
dalam hubungan kontraktual berbasis elektronik. 
 Selain itu, bentuk perlindungan konsumen menurut KHES terdiri atas 
perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif 
diwujudkan melalui pengaturan mengenai keabsahan akad, kejelasan objek 
transaksi, transparansi informasi, serta larangan praktik yang mengandung unsur 
gharar dan tadlis. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui 
mekanisme khiyar, pembatalan akad (fasakh), penyelesaian wanprestasi, dan 
pemberian ganti rugi (ta'widh) berdasarkan ketentuan KHES. Dengan demikian, 
KHES memiliki daya adaptif sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang 
dapat dijadikan dasar perlindungan konsumen dalam perkembangan transaksi e-
commerce di era digital, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan 
melalui pengaturan yang lebih spesifik terhadap transaksi elektronik. 
 Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif yang berfokus pada 
analisis ketentuan dalam KHES sehingga belum mengkaji implementasi norma-
norma tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi e-
commerce. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan 
kajian empiris mengenai efektivitas penerapan norma-norma KHES dalam 
penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi elektronik berbasis syariah. 
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dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia. (Cambria 12, italic). 

Keyword: We would like to encourage you to list your keywords in this 
section 3-5 keywords. 

 

Abstrak 

Abstrak harus berdiri sendiri, artinya tidak ada kutipan dalam 
abstrak. Abstrak harus secara ringkas memberi tahu pembaca 
tentang pertanyaan atau masalah utama, posisi penelitian, 
bagaimana pertanyaan atau masalah dibahas dalam makalah, 
metode atau teori, dan temuan. Abstrak harus relatif tidak teknis, 
namun cukup jelas bagi pembaca yang terinformasi untuk 
memahami kontribusi naskah. Abstrak terdiri dari tidak lebih dari 
200 kata. Abstrak harus ditulis dalam versi bahasa Inggris dan 
Indonesia. (Cambria 12). 

Kata Kunci: Sebaiknya kata kunci hanya berkisar 3-5 kata. 
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Pendahuluan (Cambria 12) 

Apa tujuan dari penelitian ini? Mengapa Anda melakukan penelitian? 
Bagian utama artikel harus dimulai dengan bagian pengantar yang 
memberikan rincian lebih lanjut tentang tujuan, motivasi, metode penelitian, 
dan temuan makalah. Pendahuluan harus relatif tidak teknis, namun cukup 
jelas bagi pembaca yang terinformasi untuk memahami kontribusi 
manuskrip. Untuk itu, pengantar Anda harus memiliki: gagasan utama topik 
Anda, konteks dan latar belakang mengapa topik Anda penting, penelitian 
yang Anda rencanakan untuk dilakukan, dan tinjauan pustaka yang 
memunculkan state of the art (novelty), serta metodologi penelitian. Selain 
itu, informasi tersebut harus memungkinkan peneliti berpengalaman untuk 
mereplikasi studi Anda. (Cambria 12, spasi 1, non add space) 

Pendahuluan sebaiknya berkisar 1 lembar full (minimal) dan 3 lembar 
(maksimal). Sistem pengutipan menggunakan format footnote, dengan jenis 
APA Style 7th edition (body-note). Model pengutipan referensi diharapkan 
menggunakan aplikasi seperti Mandeley atau Zotero.  
 

Bagian Pertama Pembahasan (Sub Judul 1)(Cambria bold 12) 

Dalam banyak hal, adalah bagian terpenting dalam sebuah artikel. 

Karena ini adalah hal terakhir yang dilihat pembaca, hal itu dapat berdampak 

besar pada persepsi pembaca terhadap artikel dan penelitian yang dilakukan. 

Penulis yang berbeda mengambil pendekatan yang berbeda ketika menulis 

bagian diskusi. Bagian diskusi harus: menyatakan kembali tujuan utama 

penelitian, menegaskan kembali pentingnya penelitian menyatakan kembali 

kontribusi utamanya, menghubungkan temuan kembali ke literatur dan hasil 

yang dilaporkan oleh penelitian lain, memberikan penjelasan yang mungkin 

untuk temuan yang tidak diharapkan atau tidak signifikan, diskusikan 

implikasi manajerial penelitian, sorot keterbatasan utama penelitian yang 

dapat memengaruhi validitas internal dan eksternalnya, diskusikan arah atau 

peluang wawasan (yaitu, tidak jelas) untuk penelitian masa depan tentang 

topik tersebut. (cambria, spasi 1) 

1. Sub dari Sub judul 1 (Cambria bold 12) 
Bagian ini hanya ada jika ada pecahan daru sub judul. Sebaiknya sub 

judul tidak terlalu ringkas isinya, minimal 3 paragraf atau lebih. Setiap 
paragrafnya minimal 6 baris dan maksimal sekitar 8 baris. (cambria, spasi 
1) 

2. Sub dari Sub Judul 2 (Cambria bold 12) 
Bagian sub dari sub judul ke 2 adalah lanjutan dari sub judul 1, begitu 

juga seterusnya. Sebaiknya sub judul tidak terlalu ringkas isinya, minimal 3 
paragraf atau lebih. Setiap paragrafnya minimal 6 baris dan maksimal sekitar 
8 baris. (cambria, spasi 1) 



 

 

Bagian Kedua Pembahasan (Sub Judul 2)(Cambria bold 12) 

Bagian ini adalah kelanjutan dari bagian pertama pembahasan, begtu 
juga seterusnya. Bagian pembahasan tidak boleh hanya menyatakan kembali 
temuan yang dilaporkan di bagian hasil atau melaporkan temuan tambahan 
yang belum dibahas sebelumnya dalam artikel. Fokusnya lebih pada 
menyoroti implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian dan 
menghubungkannya kembali dengan penelitian sebelumnya. Pastikan bahwa 
kesimpulan yang Anda capai mengikuti secara logis dari dan didukung oleh 
bukti yang disajikan dalam penelitian Anda. (cambria, spasi 1) 

 

Kesimpulan 

 Pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan singkat dari hasil 
penelitian dengan saran untuk peneliti lanjutan atau pembaca umum. 
Kesimpulan dapat meninjau poin-poin utama makalah, tidak meniru abstrak 
sebagai kesimpulan. Penulis tidak hanya menuliskan kelemahan utama dan 
keterbatasan penelitian, yang dapat mengurangi keabsahan tulisan, sehingga 
menimbulkan pertanyaan dari pembaca (apakah, atau dengan cara apa), 
keterbatasan dalam penelitiannya mungkin telah mempengaruhi hasil dan 
kesimpulan. Keterbatasan membutuhkan penilaian kritis dan interpretasi 
dampaknya. Penulis harus memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah ini 
masalah dengan kesalahan, metode, validitas, dan atau sebaliknya. Lazimnya 
kesimpulan hanya terdiri dari 2 paragraf saja dengan tiap paragrafnya terdiri 
sekitar 6-8 baris. (cambria, spasi 1) 
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Ketentuan Tambahan 

1. Tulislah draft ditemplate ini tanpa merusak formasi pada pengaturan 

templatenya (header and footer).  

2. Jumlah kata minimal 5.000 kata dan maksimal 8.000 kata 

3. Jenis tulisan secara keseluruhan adalah Cambria 12 (kecuali judul 

utama) 

4. Format alur penulisan sebaiknya bersifat Induktif (dari umum ke 

khusus) 



 

 

5. Sitasi menggunakan aplikasi Mandeley atau Zotero dengan jenis APA 

Style 7th edition (body-note) 

6. Penulisan referensi sebaiknya memiliki unsur yang lengkap. Untuk 

jurnal sebaiknya memiliki kriteria yang tidak boleh ditinggalkan 

(nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, penerbit, volume, nomor, 

halaman, dan DOI. 

7. Jenis penulisan pada referensi sebaiknya Capitalize Each Word (Besar 

di awal kata), jangan BESAR SEMUA. 

8. Referensi sebaiknya 75% adalah jurnal ilmiah dengan terbitan 3 

tahun terakhir. Dimaklumi jika bukan terbitan 3 tahun terakhir 

khusus untuk buku babon (primer) seperti kitab-kitab klasik yang 

tidak ada versi barunya. 

9. Pengetikan ayat tidak boleh dalam bentuk foto (JPG/PNG) namun teks 

word dengan font ‘Tradisional Arabic’ 14. Sebaiknya ayat-ayat atau 

hadist versi arabnya tidak terlalu banyak karena akan berdampak 

pada similarity tulisan 

10. Pengetikan arti atau defenisi ayat masuk satu paragraph (ketukan) 

diikuti semua barisnya (italic) tanpa menyebutkan keterangan ‘arti’ 

atau ‘meaning’ 

11. Minimal naskah yang diterima tidak terindeks plagiasi di atas 30%, 

pihak jurnal akan menggunakan aplikasi Turnitin dengan format 

‘akurat’ (non-word, exclude bibilografi, non-exclude quotes). 

12. Khusus draft yang sudah memiliki sertifikat ‘Proofreading’ maka akan 

mendapat prioritas untuk dilanjutkan tahap selanjutnya (review oleh 

reviewer). 
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